
 
 

 

BAB  I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan “Kursus Calon Pengantin” atau biasa disingkat Suscatin, 

merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama untuk 

memberikan bekal ilmu kepada para calon pengantin sehingga dapat lebih 

mempersiapkan diri dalam membina rumah tangganya. Dalam kegiatan ini 

para calon mempelai diberikan materi-materi sederhana dalam membina rumah 

tangga.  

Kegiatan tersebut dilaksanakan sederhana dan dengan durasi yang tidak 

lebih dari dua jam. Materi yang diberikan merupakan bekal untuk kehidupan 

rumah tangga, seperti materi tentang rumah tangga yang tercantum dalam fikih, 

Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya. Tentu dengan durasi yang 

kurang lebih 2 jam ini maka kursus catin ini dibuat materi yang padat. 

Ketentuan dalam kegiatan kursus calon pengantin ini kedua calon pengantin 

diharapkan hadir pada kegiatan tersebut tetapi jika hanya satu orang pun 

kegiatan akan dilaksanakan atau dikatakan cukup.  

Pembinaan  bagi calon pengantin (Catin) merupakan suatu keabsahan 

pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan 

Direktur  Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam   Departemen Agama Nomor 

DJ.II/491/tahun  2009  tentang kursus calon pengantin salah satu pasal 1 ayat 

2  adalah tentang kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan 

suscatin adalah  pemberian bekal  pengetahuan, pemahaman dna keterampilan 

dalam waktu  singkat  kepada catin  tentang kehidupan  rumah tangga 1 dan 

sekarang telah ditetapkan  oleh departemen agama  suscatin  ini resmi  berganti 

dengan  bimbingan pranikah pada tahun 2014. 
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Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap 

orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga, setiap 

orang yang akan menikah punya rasa prasaan dan ingin mengethaui tentang 

pranikah dan cara membentuk  keluarga  bahagia  sperti yang diimpikan setiap 

orang, maka bimbingan pranikah  hadir untuk mengobati rasa penasaraan  

setiap ornag  tentang  pernikahan dan menggambarkan  kehidupan rumah 

tangga yang akan dilalui nanti, adanya kekeliaruan  sebagian orang  tentang 

cara memperlakukan pasangan sesudah menikah.. menurut sebagaian  ornag 

hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi  hal kecil  itu apabila dilakukan 

terus menerus  maka akan bersipat  fatal untuk kehidupan rumah tangga. 

Implementasi  merupakan  suatu proses  yang dinamis, dimana 

pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifyas atau kegiatan sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan  suatu hasil yang sesuai dengan tujuan  atau 

sasaran dari ekbijakan  itu sendiri.  Secara umum tugas   impelemtasi  adalah  

membentuk sutau kaitan  yang dapat  memudahkan  tujuan tujuan kebijakan 

bias direalisasikan  sebagai dampai  dari suatu   kegiatan pemerintah . 

Lalu pada tahun 2018, Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama 

Republik Indonesia membuat program “Bimbingan Perkawinan”, yang 

menurut  Keputusan Dirjen  Bimas Islam No 379 tahun 2018  tentang petunjuk 

Pelaksnaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, Program bimbingan perkawinan 

pranikah adalah wujud nyata kesungguan Kementerian Agama dalam 

memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang 

ideal yang mencangkup persedia sumber daya dan anggarannya.2 

Bimbingan perkawinan mempunyai peranan sangat penting untuk 

mewujudkan sebuah keluarga sakinah , bahagia dan sejahtera, Suatu  

masyarakat besar tentu tersusun  dari masyarakt maskarakat kecil yang di sebut 

keluarga. Keluarga  yang terdiri dari ayah ibu dan anak, memiliki  peranan  

penting dalam mewujudkan  harmonisasi keluarga. 
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Ada pun maksud dan tujuan dari Keputusan Dirjen  Bimas Islam  salah 

satunya adalah agar  terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan bimbingan sebagai pedoman bagi lembaga  penyelenggaraan 

dalam melaksanakan  kegiatan bimbingan  perkawinan. Dalam  

penyelenggaraan pada keputusan   ini disebut  bahwa bimbingan tatap muka 

pada  bimbingan ini calon penganitn wajib hadir  untuk mengikuti   bimbingan  

Perkaiwnan yang diselenggarakan  oleh KUA setempat, sedangkan yang kedua  

adalah  bimbingan  mandiri  berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 

397 Tahun 2018  tentang petunjuk pelaksanaan   Bimbingan Perkawinan 

pranikah Bab II point C  ayat 1 yang menyebut  bahwa   “ dalam hal calon 

pengantin  tidak dapat   mandiri , yang mana  dalam hal calon pengantin dapat 

mengikuti  bimbingan tetap muka, maka calon  pengantin  dapat  mnegkuti  

bimbingan mandiri. 

Adanya Sertifikat nikah menjadi salah satu syarat dalam pencatatan 

nikah  sehingga mengharuskan  bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan  di 

KUA hal tersebut diperjelas  dengan terbitnya  Keputusan Dirjen Bimas  Islam 

NO 397 tahun 2018  Dalam pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah. 

KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur adalah salah satu  

lokasi atau tempat yang meleksanakan  Bimbingan Perkawinan  dengan jumlah  

pendaftaran  kehendak nikah  mencapai kurang lebih 100 pasang  pada bulan-

bulan tertentu. Petugas KUA  Kecamatan Karangtengah  mengatakan bahwa  

calon pengantin mendaftar perkawinan di KUA  biasa mencapai 100 pasang 

pada bulan-bulan tertentu di KUA Kecamatan Karangtengah  ketidakhadiran  

calon pengantin   dalm bimbingan perkawinan tatap muka dapat  diganti 

dengan rafa  yang diangap dengan bimbingan mandiri “ selain itu KUA 

Kecamatan Karangtengah  Teladan  dalam pelayanan perkawinan  pada tahun 

2018  oleh KUA  ini menjadi  lokasi pilihan penelitian penulis.  

Salah satu contoh KUA yang sudah mengimplementasikan peraturan 

Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018  Dalam pelaksanaan Bimbingan 

perkawinan Perkawinan pranikah dalam  pelaksnaaan bimbingan mandiri 



 
 

 

sebelum adanya pandemi covid-19 adalah KUA Kecamatan Kecamatan 

Karangtengah  

Berdasarkan beberapa aspek diatas, penyusun ingin mengetahui 

sejauhmana keberhasilan bimbingan perkawinan mencapai tujuan perkawinan 

di KUA Kecamatan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang 

semakin meningkat setiap tahun nya dengan adanya program bimwin. 

KUA Kecamatan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur  

program bimbingan perkawinan ada peningkatan   setiap tahunnya sebagai 

berikut: 

JUMLAH TAHUN 

2016 

TAHUN  

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

NIKAH 965 976 1417 1369 1250 1077 

BP4/SUS 

CATIN 

965 976 1187 1137 1236 968 

BIMWIN - - 230 232 14 109 

Tabel 1.1: Rekapitulasi  Data Nikah Yang mengikuti Peserta Kusus Catin dan 

Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Karangtengah Kab. Cianjur 

tahun 2016 sd 2021. 

Tujuan dilakukannya perkawinan atau pertikahan salah satu  yang tidak 

dapat dipungkiri dan banyak di idamidamkan yaitu adanya kehadiran anak, 

apakah  artinya sebuah keluarga  jika tidak disertai  dengan adanya  seorang 

anak  bagi pasangan suami isteri (orang tua) 

Anak adalah anugrah Allah yang merupakan amanat. Dia adalah 

anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab orang tua sejak dia didalam 

kandungan sampai dalam batas usia tertentu, sebagaimana anak juga 

merupakan salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapatkan pelayanan 

dan lindungan. Bagi pasangan suami isteri yang harus diperhatikan dalam 

perkawinan nanti yaitu adanya jalinan perekat bagi bangunan keluarag  adalah 

hak dan kewajiban yang di isyaratkan Allah  terhadap ayah, ibu atau suami 

serta anak anak. Ada banyak peraturan dan tuntuatat atau keduanya. Namun 

yang jelas bahwa hak, kewajiban serta peraturan yang ditetapkan itu tidak lain 

kecuali untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup rumah tangga yang 



 
 

 

pada akhirnya menciptakan suasana amanah, bahagia dan sejahtera bagi 

seluruh masyarakat.3 

Selain itu menuju pernikahan yang bahagia hal yang paling harus 

diperhatikan adalah  mencintai Allah dan berusaha menerapkan  ajaran dalam 

segala tindakan,  satu peristiwa yang akan menjadi komitmen terdalam dalam 

hidup dan akan memepengaruhi kehidupan dan kesejahteraan  banyak orang, 

Secara umum  dalam perkawinan, kebutuhan  kebutuhan  yang harus  menjadi 

sorotan bagi pasangan   suami isteri  yaitu  memnuhi kebutuhan fisik, emosional  

dan spiritual . Tidak hanya yang berhubungan  dengan pemuasan seksual  tetapi  

jua untuk sandang, pangan dan papan,  Kebutuhan emosional yang lebih dekat  

dengan kebaikan dan kasihsayang bahwa seorang  membutuhkan persahabatan 

dan kebersahaan dari orang lain yang dapat diajak  berbagi dalam pikiran  

pikiran yang bersipat  pribadi tetapi merasa aman. Kebutuhan spritual yang 

beragama bagi kedamaian dan keputusan batin, Seseorang petlu merasa 

nyaman pasnagannya yang cara hidupnya sesuai dengan moralitas. 

Nilai-nilai yang seperti demikian dan dapat dipahami oleh pasangan 

suami isteri maka dapatlah dikatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil 

menjadi pendukung dan pebangkitan  bangsa dan masyarakat yang beradab jika 

dimulai dari pembentukan pasangan suami isteri yang memiliki kwalitas tinggi. 

Bimbingan dan penasehatan terhadap keberlangsunga perkawinan 

harus senantiasa dilakukan, terutama bagi pasangan suami isteri yang 

menghadapi problematika rumah tangga. Melibatkan orang lain sebagai 

mediator sewaktu waktu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah 

kaluarga. Karena tidak semua pasangan suami isteri mampu keluar dari 

permsalahan yang dihadapi dengan jalan diselesikan sendiri. Penasehatan ini 

dianggap penting demi tercapainya perdamaian dinatara keduaya.  Hal tersebut 

ditegaskan oleh Allah QS.A-Nisa/4/: 35 yang Artinya : “Dan jika kamu 

kahwatir ada persengketaan keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua 
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orang hakam  itu maksudnya  mengadakan perbaikan niscaya  Allah 

memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui lagi maha mengenal “4 

Menurut Istilah syariat kata al Suhlu berarti perjanjian yang digunkan 

untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dan menghentikan perselisihan. 

Perdamaian yang diperbolehkan adalah peradamian yang adail yang 

diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan disetujui oleh kedua belah pihak 

yang berseturu. Al Quran menganjurkan agar pasnagan suami isteri menempuh 

jalan damai ketika terjadi komplik diantara mereka. Karena perdamaian bisa 

menyatakan kekuatan, menyambung tali persaudaraan memeperkuat tali cinta 

aksih sayang dan memperkokoh hubungan mereka.5 

Penyelenggaraan Kusrus pra nikah sebagaimana di atur dalam pedoman 

ini berberda  dengan kusrsus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada 

waktu lalu, kurssus calon pengantin biasanya dilakukan di KUA/BP4 

kecamatan pada waktu tertentu yaitu memnafaakan 10 hari setelah mendaftar 

di KUA Kecamatan, sedangkan kursus pranikah  lingkup dan waktunya lebih 

luas dengan memberi peluang  kepada seluruh  remaja  atau pemuda  usia nikah 

untuk melakukan  kursus  tanpa dibatai oleh waktu 10 sehari setelah 

pendaftaran di KUA kecamatan sehingga  para peserta  kursus mempunyai 

kesempatan yang luas untuk dapat  mengikuti  kursus  para nikah kapan pun 

mereka bisa melakkan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan 6 

Agar individu individu memliki persiapan mental dan fisik atau materi 

dalam jenjang pernikahan dan agar keluarag (Rumah Tangga) memiliki 

persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari 

pengaruh  internal  maupun eksternal. Maka  perlulah adanya  bimbingan 

pranikah  sebelum melaksanakan  pernikahan agar  mengetahui  kehidupan 

pernikahan kelak  dan memperispakan diri  untuk  kehidupan rumah tangga 

nanti. 

                                                             
4 Departemen Agama RI. Al-Quran  dan terejemahnya  h 85 
5 Sobri Mersi Al Fiqh  “Solusi problematika” h 143 
6 Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJII/542/tahun 2013 



 
 

 

Kegiatan bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian 

Agama RI yang di biayai dari PNBP NR. Dasar pelaksanaan bimbingan 

perkawinan berdasarkan peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Departemen Agama Nomor DJ II/491 Tahun 2009  tentang Kursus  

Calon Pengantin. Bahwa dengan ada nya peningkatan dan perselisishan, 

perceraian dan kekerasan dalam Rumah Tangga yang salah satunya disebabkan 

oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman. Calon pengantin tentang 

kehidupan rumah tangga /keluarga serta untuk mewujudkan  kehidupan  

keluarga yang sakinah, mawaddah ,warohmah,  perlu dilakukan  kursus  

kepada calon Pengantin adalah merupakan  ikhtiar pemerintah  melihat 

tingginya  angka perceraian  yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon 

pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang 

kokoh. Karena banyak pasangan catin yang belum tahu cara mengelola 

keluarga.7 

Perbedaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dengan Bimwin 

(Bimbingan Perkawinan) dapat disingkat sebagai berikut: 

1. Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga 

atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat, biasanya hanya berdurasi 

1-2 jam, dan peserta yang hadir terkadang hanya satu orang tanpa 

pasangan. Materi yang diberikan berkisar tentang Fiqh Pernikahan, UU 

Perkawinan tahun 1974 serta hak dan kewajiban Suami istri. 

2. Bimwin adalah Edukasi pada Calon Pengantin berbentuk bimbingan 

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan 3 metode (Tatap Muka, 

Virtual, dan Mandiri), berbasis anggaran dan berjangka waktu tertentu. 

Bimbingan perkawinan calon pengantin berisi materi untuk 

mempersiapkan keluarga yang baik dari segi ekonomi, segi sosial, agama, 

dan utamanya dari segi kesehatan, seperti penyiapan tentang 1000 hari 
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kehidupan anak dan menciptakan keluarga yang harmonis. Proses 

pemberian materinya diampu oleh 2 orang fasilitator yang telah terbimtek. 

Oleh karena itu penulis tertarik  untuk melakukan penelitian lebih lanjut   

terdapat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Cianjur   dengan judul “Implementasi Keputusan 

Dirjen Bimas Islam  No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan 

Dalam Mencapai Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Cianjur)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis perlu 

merumuskan masalah beberapa permasalahan yang menjadi fokus   dari 

penelitian terhadap Impelemtasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Cianjur  ke dalam beberapa  rincian pertanyaan  

sebagai berikut 

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 

tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan 

Karangtengah? 

2. Bagaimana Faktor Penghambat dan pendukung pelaksanaan Keputusan 

Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan 

Perkawinan di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur? 

3. Bagaimana efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam no 379 Tentang 

Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Karangtengah dalam 

mencapai tujuan perkawinan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terurai 

sebelumnya makan peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis Impelentasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 

379 tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan 

Karangtengah. 



 
 

 

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang 

Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten 

Cianjur. 

3. Untuk menganalisis efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam no 379 

Tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Karangtengah dalam 

mencapai tujuan perkawinan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik 

secara teoritis mapun secara praktis. 

1. Secara teoritis  

a. Sumbangsih  terhadap  permasalahan hukum islam terutama  

permasalahan  dimana terkadang menimbulkan problematika dalam 

kehidupan berumah tangga dan sulit diselesaikan, oleh karena itu 

diarapkan hasil penelitian ini dapat  memberikan  sumbangsih 

pemikiran  dalam mencapai tujuan perkawinan  upaya pencegahan 

perceraian 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi   pemikiran 

terhadap UIN Bandung  khususnya Program Pascasarjana  dengan 

konsentrasi  Hukum Keluarga dan bagi siapa saja yang berkeinginan 

untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah ini, namun  

dari aspek  yang berbeda 

2. Secara Praktis 

Kajian yang dilakukan ini secara praktis diharapkan bermanfaat 

untuk kepentingan 

a. Bagi kemenetrian Agama dan jajarannya, dan semua elemennya hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukan  untuk bahan referensi bagaimana 

upaya  melakukan kegiatan  pernikahan terutama dari segi upaya 

preventif untuk mencegah problematika rumah tangga dengan 

meningkatkan masyarakat melalui bimbingan perkawinan dalam 



 
 

 

pembinaan keluarga sakinah dan mensosialisasikan Undang undnag No 

1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

b. Bagi masyarakat muslim aagar hasil penelitian tentang bimbingan 

perkawinan di KUA karangtengan dalam mencapai Tujuan perkawinan 

dijadikan masukan dan bahan yang akan menikah dan pembinaannya, 

sehingga dapat menjadi bahan untuk memperkuat keluarga muslim dan 

pembinaan keluarga sakina. 

c. Syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada pasca Sarjana 

UIN Bandung 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penyusun telah mengamati beberapa penelitian ternyata belum ada satu 

pun pembahasan tentang Bimbingan perkawina penulis hanya menemui 

tentang kusrsus calon pengantin   adapun penelitian tersebut: 

Pertama Tesis dari Hayatul Wafda berjudul “Efektifitas Bimbingan 

Perkawinan bagi Pemuda di kabuaten Jombang” yang berisi tentang 

keefektipan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sumobioto Jombang  kepada 10 pasang calon pengantin  

atau 20 orang peserta, dan hasil penelitian didapatkan bahwa 10 pasang calon 

pengantin tersebut  merasakan lebih siap dalam berumah tangga dan dalam 

menggapai keluarga sakinah karena materi yang di sampaikan oleh bimbingan 

perkawinan  tersebut dianggap baik oleh peserta, maka penulis menyimpulkan 

bahwa bimbingan perkawinan tersebut efektif. Berbeda dengan hasil penelitian 

tersebut pada tesis ini peneliti lebih menitikberatkan kepada implementasi 

keputusan dirjen di KUA Kecamatan Karang Tengah dan dalam mencapai 

tujuan perkawinan. 

Kedua  Tesis dari Enik Handayani, “Implementasi Keputusan dirjen 

Bimbingan Masyarakat Islam No 379  tahun 2018  dalam pelaksanaan 

Bimbingan perkawinan pranikah di KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo” dengan rumusan masalah  bagaimana Impelentasi  Keputusan 

Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018  tentang petunjuk pelaksnaaan 



 
 

 

Bimbingan perkawinan  pranikah dalam pelaksanaaan mandiri di KUA  

kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo,  dan bagaimana kendala  

pelaksanaan Implementasi  keputusan dirjen  Bimas Islam No 379 tahun 2018  

tentang petunjuk pelaksnaaan Bimbingan Perkawinan pranikah  dalam 

pelaksanaan Bimbingan  mandiri di KUA kecamatan sukeroje kabupaten 

Ponorogo. Penelitian tersebut berbeda dengan tesis ini karena pada tesis ini 

dikaitkan dengan tujuan perkawinan. 

Ketiga Tesis   Ahmad Fatoni  dengan judul  “Pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan  bagi calon  pengantin menurut keputusan Direktur  Jenderal 

Bimbingam Masyarakat Islam  Nomor 379 tahun 2018 (studi kasusu di KUA 

Kecamatan Limpang Kabupaten Batang)”  dengan rumusan masalah 

bagaimana  pelaksanaan Bimbingan perkawinan  bagi calon pengantin di KUA 

Kecamatan limpung kabupaten Batangmenuurt peraturan  Direktur  Bimbingan 

Perkawinan Mayarakat  Islam no 379 tahun 2018, bagimana  implikasi  

Bimbinan  perkawinan  bagi calon  pengantin terhadapa harmonisasi suami 

iasteri dalam rumah tangga. Penelitian tersebut berbeda dengan tesis ini karena 

hanya memaparkan pelaksanaan bimbingan perkawinan tanpa mengaitkan 

dengan tujuan perkawinan. 

Keempat tesis Budi siswanto dengan judul “Implemetasi peraturan 

Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor DJII/542 tahun 2013 

tentang pedoman  penyelenggaraan Kursus  Pranikah di KUA Kecaramatan 

Mangunharjo Kota Madiun” dengan rumusan masalah sebagai berikut :  

bagaimana upaya upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan keluarga 

sakinah pra sakinah di KUA Mangunharjo Kota Madiun. Berbeda dari tesis ini 

yang akan mengungkap bimbingan perkawinan dengan tujuan perkawinan. 

Kelima tesis Abdul Jalil yang berjudul “Impelemtasi program 

Bimbingan Perkawinan pranikah bagi calon Pengantin di Kecamatan 

Cilandak Kota Jakarta selatan”, penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui 

bagaimana impelemntasi program  bimbingan perkawinan  pranikah bagi 

calonn pengantin di KUA kecamatan Cilandak kota jakarta selatan, Metode 

penelitian ini adalah deskriprit dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan 



 
 

 

tesis ini karena akan menganalisis bimbingan perkawinan dengan tujuan 

perkawinan. 

 Tesis ini berbeda dengan tesis-tesis sebelumnya karena tesis ini akan 

dipaparkan impelemtasi keputusan dirjen bimas Islam no 379 tahun 2018 

tentang bimbingan perkawinan di Kantor urusan Agama Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Cianjur dan keefektipan bimbingan perkawinan 

tersebut dalam mencapai tujuan perkawinan. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Efektivitas Hukum merupakan suatu kaidah yang menjadi patokan 

mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang 

dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan 

pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai 

sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan 

adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang 

diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. 

Untuk mengukur keefektivitasan suatu penegakan hukum, maka Soerjono 

Soekanto berpandangan bahwa terdapat lima unsur yang harus saling 

bersinergi yaitu meliputi:8 

1. Perangkat Hukum 

Apabila ditinjau secara yuridis bahwa hukum mempuyai tujuan 

untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, mencapai keadilan hukum dan 

hukum harus mempuyai manfaat. Maka dalam hal ini dijabarkan bahwa 

suatu kepastian hukum memiliki sifat yang nyata, dan keadilan hukum 

sifatnya abstrak sebab pada saat majelis hakim memutus perkara yang 

bersumber pada peraturan perundang-undangan, maka terkadang keadilan 

hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang di dalam masyarakat, 

dengan demikian pada saat meninjau suatu problematika berkenaan 

hukum, maka sudah sepatutnya keadilan hukum yang paling diutamakan, 

                                                             
8 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, Hlm. 8-12 



 
 

 

sebab hukum tidak hanya sebatas ditinjau dari segi hukum yang 

terkodifikasi belaka, sehingga hukum dapat memiliki nilai kebermanfaatan 

di dalam masyarakat. 

2. Penegak Hukum 

Aparat Penegak Hukum memiliki kedudukan yang krusial dalam 

melaksanakan tujuan hukum, karakter pada aparat penegak hukum. 

Apabila segala aturan hukum telah baik dan dapat memenuhi rasa keadilan 

hukum, namun kinerja dan kualitas para aparat penegak hukumnya minim, 

maka hal ini terdapat suatu masalah. 

Apabila ditinjau secara realitanya bahwa terdapat stigma yang 

telah mendarah daging di masyarakat dalam memaknai hukum sebagai 

aparat penegak hukum, hal tersebut menunjukan bahwa hukum di tandai 

dengan etika atau pola tingkah laku aparat penegak hukum secara konkret. 

Akan tetapi para aparat penegak hukum pada saat menjalankan wewenang, 

tidak jarang memunculkan permasalahan, sebab pola tingkah lakunya di 

anggap telah melakukan kesewenang-wenangan, sehingga dipandang 

telah melanggar kode etik profesi hukum. Pada hakikatnya hal tersebut 

terjadi dikarenakan kinerja dan kualitas aparat penegak hukum yang 

minim. 

3. Sarana Hukum 

Berkaitan dengan sarana hukum bahwasanya terdiri dari software 

dan hardware, apabila tidak ada kedua perangkat tersebut maka aparat 

penegak hukum sudah barang tentu tidak dapat menjalankan tugas dan 

fungsi secara maksimal, jika tidak difasilitasi alat komonikasi berupa 

smartphone, komputer dan jaringat internet serta kendaraan yang 

memadai. Dengan demikian sarana hukum berperan penting dalam 

penegakan hukum guna mencapai suatu kefektivitasan hukum. Sebab jika 

tiada sarana hukum, maka  penegakan hukum tidak akan dapat berperan 

selaras dengan peran yang aktual atau terkini. 

4. Kesadaran Hukum 



 
 

 

Pada hakikatnya para aparat penegak hukum adalah bermula dari 

masyarakat yang betujuan guna memenuhi rasa ketentraman pada 

masyarakat. Sehingga setiap warga di dalam masyarakat yang sudah 

barang tentu memiliki kesadaran hukum. Adapun terkait permasalahan 

hukum yang muncul sering kali dikarenakan dalam tingkat ketaatan 

terhadap hukum, yakni baik pada tingkat ketaatan hukum yang rendah, 

sedang hingga tinggi. Dengan demikian terdapat suatu tingkatan ketaatan 

hukum masyarakat kepada hukum, adalah salah satu tolak ukur maksimal 

atau minimnya fungsi hukum tersebut. 

5. Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan suatu nilai-nilai yang berdasar pada suatu 

hukum yang telah berlaku di suatu tempat. Nilai-nilai tersebut ialah suatu 

konsep yang bersifat abstrak terkait segala yang di pandang baik. Selain 

itu berlaku juga hukum yang tertulis yang telah terkodifikasi yakni 

peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh kelompok tertentu pada 

masyarakat yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan 

tersebut wajib mampu mengakomodir segala nilai-nilai fundamental 

hukum adat, supaya peraturan perundang-undangan mampu berfungsi dan 

berlaku secara optimal. 

Adapun  kriteria atau ukuran mengenai pencapian tujuan secara efektif 

atau tidak , yaitu 9 

a. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai,  

Hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam melaksanakan tugas mencapai 

sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai 

b. Kejelasan Strategi pencapaian Tujuan,  

Telah diketahui bahwa strategi adalah “ pada jalan” yang diikuti dalam 

melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran sasaran yang ditentukan 

para implmenter tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi 

c. Proses Analisasi dan perumusan kebijakan yang mantap,  

                                                             
9 Sondang P. Siagan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta Bumi Aksara 2014) hal 78 



 
 

 

Berkaitan dengan tujuan yang hendak  dicapai dan strategi  yang telah 

ditetapkan  artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan  dengan 

usaha usaha pelaksanaan kegiatan operasional 

d. Perencanaan yang matang 

Pada hakekatnya  berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh 

oerganisasi dimasa depan 

e. Penyusunan program yang tepat 

Suatu rencana yang baik masih perlu  dijabarkan  dalam program program  

pelaksanaan yang tepat, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak  dalam bekerja 

f. Tersedianya sarana dan Prasarana 

Salah satu indikator efektivitas  organisasi adalah kemampuan bekerja 

secara produktif, Dengan  sarana  dan prasarana  yang tersedia dan mungkin  

disediakan  oleh organisasi 

g. Pelaksanan efektif dan efisien 

Bagaimana baiknya suatu program  apabila tidak dilaksanakan secara efektif 

dan efisein  maka organisasi  tersebut tidak akan mencapai  sasarannya, 

karena dengan pelaksanaannya organisasi semakin didekatkan pada tujuan 

h. Sistem pengawasan  yang bersipat  mendidik 

Bersipat mendidik menginat sifat manusia yang tidak  sempurna maka 

efektivitas organisasi  menuntut terdapatnya sistem pengawasaan  dan 

pengendalian 

Lima unsur tersebut saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat, 

sebab menjadi pokok utama dan indikator guna kefektivitasan suatu hukum, 

efektivitas hukum memimilki titik pusat, sebab para aparat penegak hukum 

menyusun peraturan perundang-undangan dan dalam pengimplementasiannya 

juga dilakukan  oleh aparat penegak hukum serta dalam penegakan hukum 

tersebut menjadi suatu pedoman bagi masyarakat secara umum.10 

                                                             
10 Ibid. h. 12. 



 
 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada lima unsur yang menjadi tolak 

ukur kefektivitasan suatu hukum, sehingga jika ditinjau terhadap penelitian ini, 

maka memiliki relevansi yang sangat erat hubungannya dengan perangkat 

hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat, serta 

kebudayaan, sebagaimana dipaparkan yakni: 

 

Gambar.1.1. 

Kerangka Pemikiran Efektivitas Penegakan Hukum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:.. Soerjono Soekanto11 

                                                             
11 Ibid. h. 12. 
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